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BAB IV 
PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 
1. Pendidikan merupakan salah satu bagian dari hak ekonomi ,sosial, budaya 

yang telah terakomodasi dalam pembukaaan alinea keempat menjelaskan 
bahwa tujuan negara indonesia yaitu mencerdasarkan kehidupan bangsa, 
tujuan dari mencerdaskan ini adalah memastikan seluruh masyarakat 
indonesia memperoleh kesempatan mengeyam pendidikan yang layak dan 
berkualitas. Penerimaan peserta didik baru sistem zonasi bertentangan dengan  
undang-undang  No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 9 ayat (1) 
bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasanya esuai dengan 
minat dan bakatnya, menurut penulis jika berbicara terkait minat belajar siswa 
maka minat adalah suatu kenginan yang harus di penuhi, apabila keinginin 
tersebut tidak terpenuhi akibatnya sistem belajar anak menurun, anak 
mengalami stres apabila hal ini di alami pada anak maka melanggar kebebasan 
setiap anak memperoleh pendidikan yang layak. 
 

2. Dengan adanya kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi, 
menuai pro kontra di tengah  masyrakat dan peserta didik, seperti yang terjadi 
di kota surabaya ratusan wali murid mendatangi kantor dinas pendidikan 
surabaya, mereka datang untuk mengadu kekecewaan soal sistem zonasi 
dalam pendaftaran peserta didik baru. Sistem zonasi menimbulkan 
diskriminasi terhadap pendidikan di seluruh indonesia, dimana kualitas guru, 
fasilitas pendidikan tidak merata di setiap kota, kabupaten, maupun desa. Ini 
menjadi tanggung jawab pemerintah dimana pemerintah wajib memeberikan 
layanan dan kemudahan serta menjamin terselengaranya pendidikan yang 
bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Melihat permasalahan 
yang sering muncul setiap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru maka 
perlu dilakukan upaya ke arah perbaikan. 

4.2 Saran 
1. Setiap orang harus bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 

dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 
yang bersifat diskriminatif . Pemerintah perlu mempertimbangkan hak 
anak memilih pendidikan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuanya 
yang tertuang dalam pasal 9 ayat (1) undang-undang perlindungan anak, 
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perlu melakuakan peninjauan kembali terkait aturan sistem zonasi demi 
mewujudkan keadilan bagi peserta didik saat proses penerimaan peserta 
didik baru. 

2. Terkait Pro kontra penerimaan peserta didik baru maka perlu adanya 
pengawasan secara ketat yang di lakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi 
pemalsuan berkas saat penerimaan peseta didik baru, pemerintah berfokus 
pada perbaikakan kurikulum pendidikan , meningkatkan kualitas guru, 
membangun infrastruktur yang memadai, dan upaya-upaya meningkatkan 
kualitas lainya secara merata diseluruh sekolah di indonesia. dan 
melakukan sosialisasi aturan dengan lebih terstruktur, sistematis, dan 
masif, agar masyarakat paham dengan kebijakan tersebut secara luas dan 
menyeluruh. 
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